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BAB III 
DESKRIPSI WILAYAH 
A. Tinjauan umum Kondisi Kota Malang 
Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 
Surabaya dan terletak ±90 km dari Surabaya. Kota Malang berdiri sejak tanggal 1 
April  1914. Luas wilayah Kota Malang ± 110,06 km2 dengan ketinggian 440-
667m diatas permukaan laut. Kota Malang dikelilingi oleh 3 sungai besar, yaitu 
Sungai Brantas, Sungai Amprong dan Sungai Bango. Kota Malang juga 
dikelilingi oleh 4 gunung. Di utara terdapat Gunung Arjuno, di timur terdapat 
Gunung Semeru, di selatan terdapat Gunung Kelud dan di barat terdapat Gunung 
Kawi dan Gunung Panderman. 
Secara administratif, wilayah Kota Malang terbagi atas 5 kecamatan yaitu 
Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan 
Klojen dan Kecamatan Kedungkandang. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas 
dari  permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota 
yang  pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota 
Hindia Belanda  ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan 
kesemrawutan lalu lintas,  suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan 
atau harus merelokasi  pedagang kaki lima yang memenuhi jalan-jalan protokol. 
B. Kondisi Geografis 
Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48" - 
08°46'42" Lintang  Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, dengan luas 
wilayah 110,06 km2 dengan  batas  wilayah  sebagai berikut : 
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 Sebelah Utara : Kec. Singosari dan  Kec. Karangploso Kab. Malang 
 Sebelah  Timur: Kec. Pakis  dan  Kec. Tumpang Kab Malang 
 Sebelah  Selatan:  Kec. Tajinan  dan Kec. Pakisaji Kab. Malang 
 Sebelah  Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang. 
 
Peta administratif dan  tata guna lahan di Kota Malang 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kota Malang dalam angka, 2015 
Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Malang 2015 
Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 
Kedungkandang 39,89  36,24 
Sukun 20,97  19,05 
Klojen 8,83  8,02 
Blimbing 17,77  16,15 
Lowokwaru 22,60  20,53 
Kota Malang 110,06 100,00 
Sumber:  Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang 
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Dari tabel dan peta administratif diatas menunjukkan sebaran luas wilayah 
per kecamatan yang ada di Kota Malang. Kedungkandang mereupakan kecamatan 
dengan wialayah terluas sedangkan kecamatan Klojen mempunyai luas wilayah 
yang terkecil dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya. Sedangkan pada gambar 
peta tata guna lahan diatas menunjukkan sebaran luas lahan yang di gunakan 
sebagai kawasan pemukiman, fasum-fasos, militer, perdagangan-jasa, industri dan 
RTH. Kawasan hijau atau RTH ditunjukan pada bagian yang berwarna hijau 
dengan luas sebanyak 15% atau sebesar 848.468,5 m2 dari total luas wilayah Kota 
Malang. 
Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2014 tercatat rata-rata suhu 
udara berkisar antara  22,0◦C sampai 24,8◦C. Sedangkan suhu maksimum 
mencapai 31,4◦C dan suhu minimum 17,2◦C. Rata-rata Kelembaban udara 
berkisar 66%-83%, dengan kelembaban maksimum 98% dan minimum mencapai 
19%. Seperti  umumnya  daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti 
perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau.  
Dengan rata-rata suhu berkisar dibawah 30
o
C, Kota Malang sejatinya 
merupakan kota terbesar penyumbang subsector hasil pertanian. Akan tetapi Kota 
Malang lebih memprioritaskan pembangunan di sector Riil terutama disektor 
industri, perdaganangan dan jasa-jasa, sedangkan sector pertanian cenderung 
tergeser oleh sector-sektor tersebut. 
 
 
 
42 
 
Tabel 2 Luas lahan sawah dikota Malang 
Tahun Luas Lahan (Ha) 
2012 1.282 
2013 1231,5 
2014 1214 
Sumber: Dinas Pertanian Kota Malang 
Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang 
relatif tinggi selama  tahun 2015 terjadi diawal dan penghujung tahun. Curah 
hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember  yaitu mencapai 533 mm3, yang 
terjadi selama 18 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi selanjutnya terjadi pada 
bulan Maret yang mencatat angka 495 mm3 dengan jumlah hari hujan sejumlah 
20 hari. Adapun  pada  periode bulan Juli hingga Oktober tidak terjadi hujan sama 
sekali. 
C. Kondisi Demografis 
Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi 
pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek 
pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu  
melalui Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Survei-survei 
Kependudukan. Berikut akan ditampilkan komposisi penduduk Kota Malang 
menurut kecamatan serta jenis kelamin dan rasio jenis kelaminnya. 
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 
di Kota Malang, 2015 
Kecamatan Jenis Kelamin Rasio Jenis 
Kelamin  Laki2 Perempuan Jumlah 
Kedungkangkang 92.557 93.511 186.068 98,98 
Sukun 94.399 95.654 190.053 98,69 
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Klojen 49.569 54.558 104.127 90,86 
Blimbing 88.036 89.693 177.729 98,15 
Lowokwaru 95.152 98.169 193.321 96,93 
Kota Malang 419.713 431.585 851.298 97,25 
Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 
Menurut hasil Proyeksi Penduduk Sensus Penduduk 2010 Jumlah 
penduduk Kota Malang tahun 2015 sebanyak 851.298 jiwa yang terdiri  dari  
penduduk  laki-laki sebanyak 419.713 jiwa dan penduduk perempuan  sebanyak  
431.585 jiwa. Dengan  demikian  rasio  jenis  kelamin penduduk Kota Malang 
sebesar 97,25. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97-98 
penduduk  laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, pada periode 
2010–2015 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,75 %.  
Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan 
Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar  193.321 jiwa, dan yang 
paling sedikit adalah Kecamatan Klojen (104.127 jiwa). Meskipun demikian 
wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi justeru terjadi di wilayah 
Kecamatan Klojen  yaitu mencapai 11.792 jiwa per Km2, Sedangkan terendah  di 
wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.665 jiwa per Km2. 
 
D. Kondisi Sosial 
Kota  Malang adalah kota Terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, 
kota ini juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena banyaknya  fasilitas  
pendidikan yang Tersedia dari mulai tingkat Taman Kanak-kanak, SD sampai  
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Pendidikan  Tinggi dan jenis pendidikan nonformal seperti kursus bahasa asing 
dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.  
Gambaran nyata mengenai jumlah sekolah, murid dan guru di Kota 
Malang tahun ajaran 2014/2015 untuk jenjang pendidikan Pada tingkat sekolah 
dasar (SD) jumlah sekolah yang ada sebanyak 271. Jumlah murid seluruhnya 
76.973 murid dan 3.959 guru. Sedangkan jumlah SMP sebanyak 100 sekolah, 
SMU sebanyak  47 sekolah dan SMK sebanyak 53 sekolah.  
Tersebarnya banyak sekolah baik formal maupun non formal diharapkan 
mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di Kota Malang 
sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Salah satu indicator 
penting dalam indeks pembangunan manusia adalah berkurangnya kesenjangan 
social dalam sebuah interaksi masyarakat. Kesenjangan kesenjangan social 
tersebut bisa disebakan oleh beberapa factor, salah satunya adalah tingkat 
kemiskinan yang ada di suatu daerah. Secara umum kemiskinan yang ada di Kota 
Malang menurun dari tahun ke tahun seperti pada table berikut. 
Tabel 4. Penduduk miskin Kota Malang 2011 sampai 2014 
Tahun 
Garis Kemiskinan 
(Rupiah) 
Penduduk Miskin 
Jumlah Total Persentase 
2011 302.103 45.439 5,50 
2012 330.765 43.500 5,21 
2013 362.162 41.000 4,87 
2014 381.400 40.600 4,80 
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2015 
 Table tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kota Malang 
tahun ke tahun semakin menurun, hal ini juga berdampak pada indeks 
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pembangunan manusia yang semakin meningkat, ditunjukkan dengan table 
dibawah ini : 
Tabel 5. Rata-rata IPM Kota Malang 2009-2013 
 
 
 
 
 
Sumber : RPJMD Kota Malang 2013-2018 
Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan metode pengukuran 
perbandingan dari harapan hidup, tingkat pendidikan, serta standar hidup untuk 
semua Negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah 
sebuah Negara adalah Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang 
dan juga untuk mengukur pengaruh dari sebuah kebijakan ekonomi terhadap 
kualitas hidup.  
Secara singkat, IPM bisa diukur dari tingkat pendidikan sebuah 
wilayah/Negara, indeks harapan hidup, serta indeks PDB di sebuah 
wilayah/Negara. Sebuah Negara dikategorikan Negara maju jika IPM rata-rata 
penduduknya diatas 80%. Di kota Malang sendiri seperti yang tertera pada table 
tersebut diatas rata-rata IPM dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan 
grafik peningkatan. Artinya masyarakat Kota Malang dari periode tahun tersebut 
mampu meningkatkan kualitas hidupnya. 
 
 
Tahun Indeks Pembangunan Manusia 
2009 76,69 
2010 77,20 
2011 77,76 
2012 78,43 
2013 78,78 
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E. Kondisi Agama 
Agama merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang 
mempercayai adanya dan keesaan tuhan. Agama yang diakui di Indonesia secara 
umum terbagi menjadi enam macam agama, terdiri dari Islam, Kristen protestan, 
Kristen Katholik, Hindu, Budha dan konghucu. Di kota Malang sendiri pemeluk 
agama dari keenam aliran tersebut mayoritas didominasi oleh pemeluk agama 
islama, seperti yang ditunjukkan pada table berikut ini.  
Tabel 6. Jumlah penduduk dan Agama yang dianut di Kota Malang, 2015 
Agama Penduduk tahun 2015 (jiwa) 
Islam 709.938 
Kristen Protestan 52.050 
Kristen Katolik 41.779 
Hindu 7.473 
Budha 7.156 
Lainnya 199 
Jumlah 818.595 
Sumber: Kementerian Agama Kota Malang 2015 
Tabel tersebut menunjukkan sebaran penduduk kota Malang menurut 
agama yang dianutnya. Sebagian besar penduduk Kota Malang 
beragama/berkeyakinan islam yang juga mayoritas penduduk Di Indonesia yang 
berjumlah 709.938 jiwa. Terbanyak kedua yaitu Kristen protestan dan berturut 
turut diikuti oleh agama Hindu, Budha, dan lainnya. 
 
F. Kondisi Ekonomi 
Salah satu pilar utama penopang Ekonomi Kota Malang adalah 
sektor/kategori perdagangan. Oleh karenanya tentu fasilitas berupa sarana dan 
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prasarana sektor ini perlu mendapat perhatian serius.  Jumlah pasar di Kota 
Malang pada tahun 2015 tercatat sejumlah 28 pasar yang Sebagian besar masih 
merupakan pasar kelas I.  
Kecamatan Klojen unggul dalam jumlah pasar yang dimiliki dengan 50 
persen jumlah pasar. Termasuk jumlah usaha dan pedagang nya yang 
mengukuhkannya sebagai pusat ekonomi di Kota Malang. Salah satu Kegiatan 
lembaga Keuangan lainnya yang ada di Kota Malang adalah koperasi. Jumlah 
koperasi yang ada di Kota Malang sebanyak 775 unit dengan jumlah anggota 
koperasi adalah 94.665 orang. 
Tabel 6. Jumlah pasar menurut kelas dan kecamatan di Kota Malang 2015 
Kecamatan Kelas 
I II III IV V 
Kedungkandang 1 2 3   
Sukun 2 1   1 
Klojen 6 4 1 3  
Blimbing 2     
Lowokwaru 2     
Jumlah 13 7 4 3 1 
Sumber : Dinas Pasar Kota Malang . 
Catatan : Penentuan Kelas berdasarkan Peraturan Walikota No 23/2005, a.l : 
lokasi, sarana prasarana ,Nilai Jual Obyek Pajak, Jumlah Pedagang, Komoditas 
dan potensi pedagang 
Untuk mendukung keberlanjutan perekonomian masyarakat Kota Malang, 
maka bermunculan koperasi yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota 
Malang. Dilihat dari Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat 
dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan 
dinyatakannya koperasi sebagai bangunan perusahaan yang sesuai dengan sistem 
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ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan 
perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang 
mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi 
untuk turut menjadi anggota koperasi. Jumlah koperasi yang ada di kota malang 
ditunjjukan sebagaimana table berikut: 
Tabel 7, Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota 
Malang, 2015 
Kecamatan KUD KPRI KOPKAR KSU KSP KOPWAN lainnya Jumlah 
Kedungkandang 1 14 4 6 5 13 63 101 
Sukun  13 9 53 6 11 16 102 
Klojen  36 41 80 17 14 44 215 
Blimbing 1 14 21 91 16 12 44 183 
Lowokwaru 2 16 12 56 7 14 74 174 
Kota Malang 4 93 87 286 51 64 241 775 
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang 
Keberadaan koperasi yang ada di Kota Malang memungkinkan masyarakat 
terutama masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro mendapat dana talangan dari 
adanya koperasi tersebut. Karena tidak dapat dapat dipungkiri bahwa ciri utama 
perekonomian Indonesia bisa dilihat dari berkembang atau tidaknya system 
koperasi yang ada. Dengan total 775 koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi 
dan UKM kota Malang diharapkan masyarakat memanfaatkan keberadaan 
koperasi ini sehingga keberlanjutan perekonomia di Kota Malang dapat terus 
tumbuh dan berkembang. 
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G. Kondisi Penggunaan Lahan dan RTH 
Kota  Malang terdiri dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 
kelurahan. Potensi pengembangan wilayah bagi Kota Malang dapat diartikan 
dengan pengembangan kemampuan wilayah. Hal ini mengingat dengan terus 
meningkatnya jumlah penduduk, dan semakin banyaknya jenis kegiatan usaha 
baik dari segi perdagangan dan jasa, maupun industri pengolahan, akan 
menghembuskan tuntutan pengembangan wilayah yang juga semakin besar. 
Dorongan terhadap pengembangan wilayah tersebut merupakan bentuk-bentuk 
tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan pelayanan baik dari 
sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan dan jasa, komunikasi serta 
berbagai bentuk tuntutan pelayanan yang lainnya. 
Diagram 1. Penggunaan Lahan di Kota Malang 
 
Sumber : BPN Kota Malang 2012 
Berdasarkan gambar diatas, bahwa dengan luas wilayah Kota Malang 
seluas 110,06 km2 ini, penggunaan guna lahan terbesar adalah permukiman tertata 
yang seluas kurang lebih 3.966,66 Ha atau 36% dari luas wilayah Kota Malang 
Kebun Campur 
0,28 (0%) Kolam Air Tawar 
1,32 (0%) 
Tegalan 2654,17 
(24%) 
Sawah Irigasi 
1497,96 (14%) 
Industri Non 
Pertanian 
150,52 (1%) 
Jasa Lainnya 
1335,09 (12%) 
Jasa 
Perdagangan 
118,95 (1%) 
Kuburan 103,96 
(1%) 
Taman / Hutan 
Kota 18,67 (0%) Lapangan Olah 
Raga 65,7 (1%) 
Perumahan 
561,14 (5%) 
Kampung Tidak 
Teratur 30,64 
(0%) 
Kampung 
Teratur 3966,66 
(36%) 
Tanah Kosong 
500,59 (5%) 
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(luas total permukiman seluas 4558,44 Ha). Penggunaan lahan kedua terbesar 
adalah untuk pertanian tanah kering/tegalan seluas 2.654,17 Ha atau 24% dari luas 
wilayah sedangkan kebutuhan akan lingkungan hijau atau ruang terbuka hijau 
baik berupa hutan atau taman atau pedestrian hanya sebesar 15,67 Ha. 
Sebagai lokasi amatan adalah ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota 
Malang. Luas ruang terbuka hijau di Kota Malang diperkirakan masih sekitar 28 
persen dari luas kota. Selain itu, proporsi antara ruang terbuka hijau privat dan 
rung terbuka hijau publik masih belum seimbang. Sejak tahun 2012 Pemerintah 
Kota Malang gencar melakukan revitalisasi untuk meningkatkan luasan ruang 
terbuka hijau publik dan pencegahan pengalihan lahan. Pada tahun 2013 Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (sekarang telah berganti nama menjadi Dinas 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman) berencana menambah titik titik taman 
setelah melakukan pendataan ulang terhadap ruang terbuka hijau publik yang ada. 
 
H. Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pertanahan.  Merujuk 
pada PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan dari UU 
No 23 tahun 2014, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil 
peleburan dari dua dinas yang sebelumnya bernama Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan.  
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H.1 Bidang Pertamanan 
Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. Memiliki tiga seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam 
melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang yaitu Seksi Pengembangan, Seksi Pembangunan dan 
Pemeliharaan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian. 
H.2 Tugas Pokok Bidang Pertamanan 
Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan 
pengelolaan program dan kegiatan di bidang pertamanan. Dalam pelaksanaannya 
dijabarkan bahwa yang merupakan tugas Bidang Pertamanan adalah : 
a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pertamanan; 
b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis 
penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, 
pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP dan 
dekorasi kota meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga 
kawasan hijau kota; 
c. merencanakan dan melaksanakan program di bidang penyelenggaraan 
perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, 
pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP dan dekorasi kota 
meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan 
hijau kota; 
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d. melaksanakan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan 
zona penyangga kawasan hijau kota; 
e. melaksanakan pengaturan, penataan dan pengelolaan taman kota, hutan kota, 
jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; 
f. melaksanakan penghijauan pada taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona 
penyangga kawasan hijau kota; 
g. melaksanakan pemeliharaan, penataan dan pengendalian tanaman pada jalur 
hijau; 
h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait di bidang 
pemanfaatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan 
hijau kota; 
i. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi/lembaga kader lingkungan dan 
komunitas lainnya di bidang pengelolaan lingkungan; 
j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan; 
k. melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis pemasangan reklame yang 
akan didirikan di taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga 
kawasan hijau kota; 
l. melaksanakan kebersihan taman kota dan hutan kota; 
m. melaksanakan pengangkutan sampah taman kota dan hutan kota; 
n. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam rangka 
pengelolaan taman lingkungan; 
o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan taman kota, 
hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; 
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p. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 
q. menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil 
Pemeriksaan; 
r. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP); 
s. menyusun Perjanjian Kinerja (PK); 
t. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 
u. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 
v. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 
w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugasnya. 
 
H.3 Fungsi Bidang Pertamanan 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan 
b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
pertamanan 
c. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan 
teknis sumber daya di bidang pengelolaan pertamanan 
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pertamanan 
e. pendataan/inventarisasi Ruang Terbuka Hijau 
f. penerbitan izin teknis pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 
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Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
  Susunan organisasi 
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I. Profil Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang 
I.1 Visi 
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. 
I.2 Misi 
1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yg merata sebagai 
motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya. 
3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan 
Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah 
merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah. 
4. Mewujudkan pelayanan Publik yang prima. 
I.3 Tujuan 
1. Menyediakan rencana pembangunan yang memadai. 
2. Penataan dan pengendalian ruang Kota. 
3. Peningkatan Perekonomian Daerah. 
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
5. Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang Kota serta 
dokumen pendukung lainnya. 
6. Mengembangkan laporan hasil pembangunan kota. 
7. Mewujudkan pelayanan administrasi. 
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I.4 Tugas Pokok 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
perencanaan pembangunan daerah. 
I.5 Fungsi 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; 
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan 
pembangunan daerah; 
3. Penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS 
Perubahan; 
4. Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 
5. Penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK; 
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan 
pengembangan; 
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 
8. Pelaksanaan pengukuran IPM; 
9. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan 
lembaga-lembaga penelitian lainnya; 
10. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan 
pengembangannya; 
11. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan 
statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya; 
12. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; 
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13. Pelaksanaan kerja sama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara 
daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 
14. Pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 
15. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; 
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan; 
17. Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai 
bahan penyusunan RKPD; 
18. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan 
pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
19. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
20. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
21. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya; 
22. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP; 
23. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan 
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 
24. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan; 
25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 
publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 
26. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 
perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 
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27. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 
28. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 
29. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 
pokoknya. 
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Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang 
Subbid Perhubungan, 
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Kepala Badan 
Kelompok Jabatan 
Fungsional 
Sekretariat 
Sub Bagian 
Perencanaan 
Sub Bagian 
Perencanaan 
Sub Bagian 
Perencanaan 
Bid. Perencanaan dan 
Pelaporan 
Bid. Infrastruktur & 
Prngambangan Wilayah 
Bid. Ekonomi dan SDA Bid. Ekonomi dan SDA Bid. Ekonomi dan SDA 
Subbid Perencanaan 
Subbid Perencanaan 
Subbid Alokasi & 
Distribusi 
Subbid Infrastruktur 
Subbid Pengembangan 
Wilayah 
Subbid Ekonomi dan 
Keuangan 
Subbid Penanaman Modal 
& Pariwisata 
Subbid SDA 
Subbid Percepatan Pemb. 
Daerah 
Subbid Inovasi & Daya 
Saing 
Subbid Pembangunan 
Manusia 
Subbid Pembangunan 
Masyarakat 
Subbid Sosial Budaya 
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